LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA KEPADA PEMERINTAHAN DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Kepada Desa dan dalam upaya meningkatkan
pelayanan masyarakat ~ dan pemberdayaan
masyarakat maka urusan Pemerintahan Daerah yang
diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagai
implementasi  otonomi  Desa  perlu  segera
diwujudkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu mengatur Penyerahan
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purbalingga Kepada Pemerintahan Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Daerah  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengabh;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4567);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara
Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA
Dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG PENYERAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA

PEMERINTAHAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.



10.

11.

12.

13.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Purbalingga.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari
bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh Daerah.



BAB I
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan
pengaturannya kepada Desa.

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah.

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada Desa.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan
yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat.

BAB Il
JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 4

(1) Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi bidang-bidang :
a.  Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;

Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Bidang Penanaman Modal;

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Bidang Kesehatan;

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
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